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ABSTRAK

Sengkata pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai sahnya
sesuatu hak, pemberian hak, serta pendaftaran hak atas tanah termasuk
pemeliharaannya dan‘wbenda bukti haknya; antara pihak pihak yang
berkepentingan maupun antara.pihak pihak.yang berkepentingan dengan instansi
di lingkungan BPN, sebagaimana Perkara Nomor 10/PDT.G/2015/PN. Bkn.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana posisi
kasus dan pembuktian kepemilikan hak atas tanah serta pertimbangan majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara:nomor 206/PDT/2015/PT. PBR.

Penelitian Ini berupa’ penelitian hukum ‘normatif atau Kkepustakaan dan
bersifat deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci
mengenai perbuatan  melawan ~ hukum — dalam putusan nomor
206/PDT/2015/PT.PBR di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tentang
sengketa kepemilikan hak atas tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer, sekunder dan tersier.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini dimana kasus tersebut berawal oleh
gugatan dari penggugat yang memiliki tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak
di wilayah Dusun Il Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang,
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, atas putusan.tersebut, tergugat
melakukan upaya banding dan.permohonan. banding dapat diterima oleh hakim
dikarenakan dalam perkara No 10/pdt.G/2015/PN Gugatan yang tidak jelas dan
kabur serta kemudian tidak adanya keterkaitan hukum antara terbanding dan
pembanding dimana terbanding bukanlah anggota dari kelompok tani tersebut,
sehingga dengan fakta-fakta'-tersebut | hakim™PT Pekanbaru mengadili untuk
menerima semua permohonan banding dari semua tergugat dan menyatakan N.O
((NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ) serta membatalkan Putusan PN
Bangkinang tanggal 8 oktober 2015 No 10/pdt.G/2015/PN. Bkn.

Keyword : Putusan - Pertanahan.- Niet ontvankelijke verklaard
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ABSTRACT

The land dispute is a difference of opinion regarding the validity of a right,
the granting of rights, and the registration of land rights including their
maintenance and evidence of their rights; between the parties concerned and
between the parties coneerned with agenmes within BPN, as Case Number 10
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error in persona : Salah pihak/kurang pihak

nebis in idem : Gugatan sama dengan gugatan sebelumnya
dan perkaranya itu sudah diputus.

Putusan Constitutief an yang amarnya menciptakan suatu
eadaan hokum yang baru, baik yang
bersifat
meniadakan suatu keadaan hukum maupun
yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Putusan Condemnatoir : Putusan yang bersifat menghukum.
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PENDAHULUAN

tuntutan engadilan yaitu Pe 0 : (onrechtmatige
daad) d anprestasi. Adapun perbuatan ya : p'orang lain diatur

pada Pasa

sama sekali belum pernah menerima hasil panennya, sehingga perbuatan
melawan hukum adalah yang menjadi dasar gugatan bagi penggugat dalam
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang
menyebabkan hak subyektif org lain dilanggar, dimana perbuatan tersebut

berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta bertentangan terhadap
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norma moral yang dianggap pada kehidupan masyarakat merupakan suatu
aturan hukum. Hukum merupakan suatu kumpulan perbuatan manusia didalam

suatu masyarakat, serta hukum bertujuan menciptakan kebahagian,

ngga menurut
pelaku tidak

hukum, dapat

dasarnya kepatutan d au norma hukum

dimaksud ‘ jai  Sua ; S 3 ukum, baik secara

unsur dari tindakan menentang hukum adalah :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Setiap perbuatan yang berlawanan dengan aturan hukum yang akan
merugikan orang lain sehingga bisa mengakibatkan kerugian karena

kesalahannya, maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Penggantian
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kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melawan, dapat diganti secara
materil dan imateril. pada proses penggantian, kerugian dapat dihitung dengan

uang, atau dapat juga dihitung dengan penggantian benda. Secara teoritis

adanya hubu ara ompok Tani Karya
Mandiri) de gga i ] emiliki tanah
garapan
imas tu
terletak d ah [ : : a, Kelurahan Pasir
Sialang,

lahan miliknyz - ) papak angkat atau

A
A
o
>

, 2MUC s anen dari kebunnya yang

Sebagaimana yang berperkara antara Tn. Linggar jati yang diwakili oleh
kuasa hukumnya Refi Yulianto SH., Fakhry Firmanto SH., dan Dharma Putra
Setiawan SH., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan :

1. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri), selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I.
2. UUO Desa Suka Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai tergugat I1.



3. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka Mulya,
selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I1I.
4. Ali Afandi selaku ketua Unit Usaha Otonom (UUQ) Desa Suka Mulya,
selanjutnya disebut turut tergugat 1V.
5. Suharyo SP-selaku Mantan Ketua Unit-Usaha Otonom (UUO) Desa Suka
Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat V.
Dalam gugatan ini berawal dari penggugat sebagai petani/anggota di

kelompok Tani Usaha:Karya Mandiri yang ditandatangani oleh tergugat pada
tanggal 21 Agustus 1999 dan telah di Warmerking dikantor notaris pada
tanggal 29 .Desember 2006, setelah itu Penggugat melalui.-Kelompok Tani
Karya Mandiri mengikut sertakan lahan miliknya untuk masuk digarap dalam
sistem pola KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerjasama dengan PT. Peputra
Masterindo sebagai Bapak-Angkat yang.memaodali dari awal mengolah lahan,
penyediaan sawit, menanam, memelihara hingga hasil panen yang kemudian
diserahkan oleh PT. PMI kepada pemilik lahan melalui.Unit Usaha Otonom
(UUO) Desa Suka Mulya yang terlebih dahulu PT. PMI memotong hasil panen
secara berangsur untuk pengembalian modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI.

Bahwa selama penggugat teken Plapon hina gugatan ia ajukan,
penggugat belum pernah menerima hasil panen dari lahan kebunnya, kemudian
hari baru diketahui yang mengambil uang hasil panen adalah tergugat | selaku
Ketua Kelompok Tani dan uang tersebut dibagi-bagikan oleh tergugat kepada
anggota kelompoknya berdasarkan luas masing-masing lahan anggota
kelompoknya, namun penggugat tidak menerima bagiannya.

Kemudian penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada tergugat,

namun tergugat mencari alasan yang mengada-ada bahwa uang bagian
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penggugat nanti akan diberikan setelah dipastikan dulu berapa total luas lahan

yang penggugat miliki dalam kelompok tersebut, dan tergugat berencana

mengukur ulang lahan kelompok tani dengan alasan terjadi kekurangan luas

Pada tanggal 21 Juni 2009 disepakati dengan surat penyerahan lahan oleh
penggugat dan tergugat | bahwa lahan milik penggugat yang didaftarkan
melalui kelompok tani, dan tergugat | bersedia menyerahkan satu blok yaitu
Blok 32 seluas 11,75 Ha dengan batas tanah yaitu sebagai berikut, disebelah
timur berbatasan dengan Anis, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah

Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan.



Namun setelah disepakatinya tergugat | masih saja mengambil uang hasil
kebun milik penggugat dan anehnya kenapa UUO mencairkan uang tersebut
kepada tergugat I, padahal UUO sudah mengetahui tentang hasil penyelesaian
lahan dan juga sudah mengetahui tentang surat penyerahan lahan yang
disepakati oleh penggugat dan tergugat I, dikarenakan hal itu yang dilakukan
tergugat 11 haruslah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Atas dalil-dalil” yang diajukan oleh penggugat kehadapan pengadilan,
dengan demikian tergugat menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa isi
gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Exceptie
Obscur Libel), penggugat mendalilkan memiliki tanah garapan seluas 25 Ha
yang terletak dPwilayah Dusun 111 Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan
Pasir Sianglang adalah kabur, dikarenakan Dusun 11l Sido Makmur berada
dalam wilayah hukum administrasi kepemerintahan Desa Suka Mulya yang
sudah otonom yaitu Kepala Desa Suka Mulya, bukan berada diwilayah
Kelurahan Pasir Sialang, kemudian gugatan penggugat memiliki tanah tersebut
tidak menguraikan. secara cermat batas-batas sepadan Objek yang
diperkarakan, dan dalam  petitum' penggugat tidak satu pun menyatakan
penggugat sebagai pemilik tanah garapan yang didapat dengan cara mengolah
tanah ristan maka demikian sangat jelas gugatan penggugat kabur dan tidak
jelas.

Kemudian isi materi gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium
Litis Consotium) yang mana yang ditarik sebagai pihak pada perkara aquo

hanya tergugat | selaku ketua kelompok tani, seharusnya penggugat juga
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menarik anggota kelompok tani karena yang menguasai objek perkara adalah

seluruh anggota kelompok tani, tergugat |1 hanya menerima alih hasil kemudian

alih hasil tersebut diberikan kepada anggota kelompok tani yang telah terdaftar

. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang masalah, penulis
menetapkan masalah di dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimanakah posisi kasus dan pembuktian kepemilikan hak atas tanah

dalam perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR ?
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2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan
perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

harapkan dan bisa diambil dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengembangkannya
yang diperolen dalam bangku perkuliahan yang khususnya pada
hukum acara perdata serta dapat membandingkan dengan praktek di

lapangan.
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b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan dari

Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT.PBR, Tentang “Sengketa

Kepemilikan Hak Atas Tanah”

han informasi ilmiah

N penelitian

bagi penulis, terutama dibidang hukum perdata.
d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi alamater dimana tempat penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



D. Tinjauan Pustaka

Hukum adat adalah sumber paling utama dalam pembangunan hukum
tanah nasional berdasarkan yuridis, oleh karena itu segala hal yang dibutuhkan
dalam pembangunan “hukum. tanah nasional bersumber dari hal-hal yang
merujuk kepada hukum yang berlaku pada masyarakat hukum. adat, baik
berbentuk asas-asas, konsepsi; hingga instansi-instansi hukumnya, yang mana
hal tersebut dapat menjadi masukan untuk rumusan-rumusan yang nantinya
dijadikan aturan hukum yang tertulis, yang dilakukan penyususnannya secara
sistem hukum adat (Supriadi, 2016, hal. 53). Boedi Harsono menyatakan
bahwa : “Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunankan bahan-
bahan dari_hukum adat, berupa norma-norma hukum yang. dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis. UUPA merupakan
hasilnya yang pertama”~(Supriadi, 2016, hak 53) mengutip dari (Harsono,
Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria,
isi dan pelaksanaannya, jilid 1 hukum tanah nasional, 1994, hal. 171). Oleh
sebab itu hal yang menjadi dasar hukum tanah.di Indonesia ialah konsepsi
hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religius, yang dapat mengusai
tanah menurut individual, dengan hak pribadi, serta memuat unsur
kebersamaan. (Supriadi, 2016, hal. 53).

Didalam sumber hukum tanah Indonesia yang sangat diperhatikan yaitu
tentang status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah tersebut
sekarang dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk

tanah-tanah bekas hak-hak barat dan hak-hak lainnya. Status tanah atau riwayat
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tanah adalah runutan masalah kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah

berdasarkan masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Sedangkan riwayat

tanah dari PBB atau surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan setempat

perdesaan hingga diwilayah perkotaan, berdasarkan daerah, suku dan
budaya hukumnya yang berikutnya berpindah ke tangan orang lain secara
turun menurun, dan memiliki bukti-bukti kepemilikan juga terlihat menurut
fisik dipunyai atau dikuasai sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum,
ciri-ciri tanah hukum adat meliputi (Supriadi, 2016, hal. 14) :

a. Adanya orang serta badan hukum pemerintah/ swasta;

11



b. Masyarakat yang berada diwilayah perkotaan atau pedesaan;
c. Turun-temurun atau sudah berpindah tangan atau dipindahkan;

d. Dapat menunjukkan bukti kepemilikan berbentuk verponding indonesia,

o v .
E‘; kuil, candi,
.- gunung,
=

-

B O

E— E menggunakan
& =

B e 2NgU3 sebidang tanah atau
-

E- ; tanpa
g ? ataupun tidak
5 =

— n 1960 tentang
= R

7 _'=ﬂ au | asanya diwilayah
» Z ,

hT = 960 tentang pokok-
E :r uran tentang keberadaan
E ukan merupakan status hak atas
o

=

tanah. Menurut B.F. Sihombing, didalam peraturan perudang-undangan ada
istilah hukum terhadap garapan tersebut, yaitu penggunaan tanah dengan
tidak adanya izin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah tidak

sah(onwittige occupatie).

Adapun jenis tanah garapan bisa digolongkan dalam tiga jenis yaitu :

12
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1) Tanah garapan diatas tanah yang langsung dikuasai oleh negara
(vrij landsdomein);

2) Tanah garapan di atas tanah instansi atau badan hukum milik

<
=
o
=
=
c
=
e
3

A\

sesuai terhadap

saja diberikan

LAaage

a badan-badan
1963 tentang

hak milik atas

Undang-undang No. 79 Tahun 1958 (LN 1958 No. 139).”

Maka dari itu setiap badan hukum atau orang dapat memiliki hak
terhadap tanah, hak-hak yang muncul di atas hak atas permukaan bumi (hak
atas tanah) mencakup didalamnya bangunan atau benda-benda yang
padanya ada sebuah persoalan hukum. (Supriadi, 2016). Serta tanah bagi

manusia merupakan hal terpenting untuk melangsungkan hidupnya yang

13
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dapat dipergunakan mencari nafkah, serta diatas tanah pula manusia

mebangun rumah sebagai tempat tinggal.

Bukti hak sebagai bukti kepemilikan atas tanah sangat penting bagi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) RUU KUHPerdata, “gugatan adalah
tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan”. (Asikin Z. , 2018, hal. 19). Menurut Sudikno
Mertokusumo, didalam buku (Asikin Z. , 2018) menuliskan bahwa

“tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

14
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yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri
(eigenrichting) .

Pada perkara keperdataan biasanya ada dua pihak, yaitu penggugat

dan tuntutan
subsider/tambahan.”
Menurut Asiskin, keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang
beperkara yaitu nama, tempat tinggal, serta pekerjaan dan lain-lain
merupakan suatu yang harus ada dalam Identitas para pihak (Asikin Z. ,

2018, hal. 22).
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Fundamentum petendi (posita) merupakan suatu dasar dari gugatan
yang mengandung hubungan hukum antara pihak yang berperkara

(pengugat dan tergugat) yang mencakup dua hal : mengenai penjelasan

dituntut agar
mendapatkan
ingga pengugat
an tegas, jikalau

atan (Asikin Z. ,

penggugat dan tergugat mengeluarkan bukti-bukti yang ia miliki.
Terkait alat bukti yang sah dalam suatu perkara keperdataan diatur

pada , Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS ) yang

terdiri atas (Subketi, 1980, hal. 20) :

a. “Bukti tulisan;

b. Bukti dengan saksi-saksi;

16
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c. Persangkaan-persangkaan;

d. Pengakuan; dan

e. Sumpah.”

124).

Hakim yang merupakan aparatur negara yang menyelenggarakan
peradilan sudah seharusnya sangat memahami duduk persoalan terhadap
perkara yang sesungguhnya, juga menerapkan peraturan hukum yang
mengatur hal tersebut, seperti norma hukum tertulis dalam peraturan

perundang-undangan hingga norma hukum tidak tertulis, agar benar-benar
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bisa memberi putusan yang menghasilkan kepastian hukum dan
menunjukkan cerminan terhadap keadilan. Oleh karena itu di dalam

Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa

i nilai-nilai dan rasa

=}
Q
@
=
-
@
>
D
wn
@
=
o
==

'.’_
G
[}
v

" , akan yang mana

telah terpenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan tersebut, maka
permohonan banding dapat diterima.

Diketahui bahwa penggugat/ terbanding sudah mengerjakan tindakan
yang berlawanan dengan hukum, disebabkan penggugat/ terbanding sudah
melanggar unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terdiri dari

pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, pelanggaran kesusilaan dan
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pelanggaran kepatutan. Dan hakim membatalkan putusan pengadilan negeri

dan penggugat/ terbanding dihukum untuk melakukan pembayaran terhadap

biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Sengkata pertanahan oerbedaan pendapat mengenai sahnya
sesuatu hak, pemberian hak, serta pendaftaran hak atas tanah meliputi
pemeliharaannya dan benda bukti haknya; antara pihak pihak yang berkaitan
dan/atau antara pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga di
lingkungan BPN. (Binoto Nadapdap, Kamus Istilah Hukum Agraria Indonesia,

2007, hal. 48)
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Hak atas tanah diartikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UUPA

yaitu:

sebagaimana
berikut :

1. Jenis

penelitian hukum (baik norma aupun yang sosiologis) karena penelitian
hukum selalu bertolak dari premis normatif (Asikin A. d., 2004, hal. 68).
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba
menampilkan gambaran secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum

dalam putusan nomor 206/PDT/2015/PT.PBR di Kecamatan Bangkinang

Kabupaten Kampar tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah.
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2. Data dan Sumber Data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dengan

sumber data yang bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan

erdiri dari

N 1)
E®]
@D
2
—
[
=
D
>

TN ANAE

..Q ulisan, laporan atau surat yang
sudah disusun da ‘
2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari
buku-buku, pendapat para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier
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Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang

memberikan alur kepada bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dalam bentuk kamus (Syamsudin, 2004, hal. 20).

terkait permasalahan pokok penelitian (Suryana, 2010:13).

. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas maka penulis mendapatkan kesimpulan
melalui metode induktif yaitu mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah
pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan

perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum yang mana
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penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan dengan demiikian dapat
diambil kesimpulan akhir mengenai permasalahan pokok penelitian dengan

menerapkan cara induktif yaitu penerikan kesimpulan data dari yang bersifat

khusus kep c dapat dalam Putusan
‘ ‘ ‘\h“‘ ."&‘ No.

RSITAS ISL4y, Rig
&
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

0
7

ang mengandung

atau disebut sebagai terguga emberikan penjelasan tentang duduk
perkara dan juga menyertakan semua tuntutan penggugat. (Supramono,
1993).

Sistem Peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak bertele-tele, cepat

berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu
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lama. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya
besar (Ariani, 2018).

Untuk menjamin tercapainya ketertiban hukum dalam bidang perdata

AN

tutan hak yang

erlindungan dari

tagaang

hakim sendiri

QQ ugatan yaitu sebuah surat tertulis
yang berisi suatu pe . ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri yang memiliki wewenang, terkait dengan suatu tuntutan dengan
pihak lainnya, dan wajib dilakukan pemeriksaan berdasarkan tata cara
tertentu oleh pengadilan, juga nantinya dilakukan pengambilan putusan
terhadap gugatan tersebut (Mulyadi, 1996).

Untuk pembuatan suatu surat gugatan secara umum dan teoritis

dikenal dua pola penyusunan, (Hutagalung, 2011) antara lain:
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a. Substantie Rings Theorie

Suatu teori yang melakukan pembahasan tentang pembuatan surat

gugatan seharusnya dilakukan secara terperinci diawali dari terdapatnya

sejarah gugatan, dasar pokok gugatan, dan lainnya bisa diberikan
penjelasan dalam sidang selanjutnya, baik dalam tahap replik, duplik
maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
perumusan kejadian material secara singkat syaratmya sudah dipenuhi

dan gugatan tidak obscuur libel.
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Berdasarkan penjelasan pendapat-pendapat tersebut bisa diartikan

bahwa gugatan merupakan sebuah permohonan atau tuntutan hak yang

diajukan ke pengadilan yang memiliki wewenang terhadap pihak lain

R.Bg Surat gugatan yang ditulis wajib ditandatangani oleh Penggugat
atau para Penggugat. Sedangkan apabila penggugat melimpahkan perkara
tersebut kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya yang
melakukan penandatanganan surat gugatan tersebut sesuai dengan yang
telah ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147ayat (1)

R.Bg. (Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, 2006)
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b. Bentuk lisan
Gugatan bisa disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan

apabila penggugat tidak bisa menulis, Ketua Pengadilan mencatatkan

P
Y
o

wanTALEN

gugatan yang sudah dirumuskan kedalam sebuah surat gugatan tersebut
dibacakan kepada penggugat, agar setiap hal yang merupakan sengketa
dan tuntutan sudah sesuai dengan yang dikehendaki penggugat; jika telah
sesuai dengan yang dikehendaki si penggugat, maka surat gugatan itu
ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang melakukan

perumusan gugatan tersebut (Manan, 2000).
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3. Jenis Gugatan
Jenis gugatan dibedakan menjadi dua pada kasus keperdataan terbagi,
antara lain:

a. Jenis Gug

‘\\\

: «2AN2NEND

S
N
()
)
~—+
QD
o
@
S
Q
QD
5
=
=
QD
=

4) Para pihak disebut Pemao an Termohon.
b. Gugatan (Contentius)
Gugatan contentious yaitu sebuah permasalahan perdata dalam
bentuk gugatan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
(diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) menjelaskan

bahwa, tugas dan wewenang peradilan yaitu menyelesaikan gugatan
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contentious tidak hanua menerima gugatan voluntair. Ciri-ciri gugatan
contentious antara lain (M. Yahya Harahap, 2005) :

1) Permasalahan yang diajukan merupakan penuntutan suatu hak

Adan
t,:
[
[ 4
ﬁ'

D BN,

-
-

Prinsip dasar tersebut terdiri dari: surat gugatan harus memiliki dasar
Hukum. Sebelum melakukan suatu gugatan terhadap seseorang, dasar
hukumnya terlebih dahulu mesti diketahui. Hakim dalam sidang pengadilan
sudah pasti menolak gugatan yang tidak memiliki dasar hukumnya, karena

dasar putusan yang diambil harus berdasarkan dasar hukum tersebut. Karena

30



akan berkaitan dengan proses didalam persidangan, tanggap menanggapi,
pembuktian , serta melakukan bantahan terhadap jawaban lawan.

Dalam mempertahankan dalil gugatan di persidangan, dasar hukum
yang kuat. menjadi pondasi dasar..~Dasar  hukum ini benar-benar
memudahkan majelis hakim untuk menemukan hukum (law making)
terhadap pemutusan perkara yang diajukan, tidak cukup hanya menjawab
atau membantah saja. Dasar hukum tersebut bisa berbentuk peraturan UU
praktik pengadilan, pendapat ahli, yurisprudensi.

Syarat Mutlak untuk bisa mengajukan gugatan yaitu Terdapatnya
Kepentingan Hukum secara langsung, sehingga. tidak semua orang yang
memiliki-kepentingan bisa mengajukan gugatan, jika kepentingan tersebut
tidak langsung dan melekat pada dirinya. Dengan demikian, sudah terlebih
dahulu dipikirkan dan-dipertimbangkan sebelum penyusunan gugatan dan
diajukan kepada pengadilan, apakah penggugat benar orang yang memiliki
hak untuk mengajukan gugatan. Jika dalam kenyataannya tidak berhak maka
gugatannya berkemungkinan ditolak. Sudikno.

Berdasarkan uraian diatas dapat.disimpukan dua kondisi atau situasi
yaitu terdapatnya sengketa dan tidak terdapatnya sengketa. Dalam sengketa
terdapat sesuatu yang disengketakan, yang bersengketa tidak dapat
menyelesaikan masalah tersebut secara sendiri, tapi penyelesaiannya harus
melalui pengadilan yang merupakan instansi yang berwenang. Apabila

perselisihan tidak ada maka putusan pengadilan hanya suatu penetapan saja
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dan semua pihak harus menghomati dan mengakui kepastian hukum yang
telah didapat.

Mengenai hal tersebut, permohonan gugatan yang diajukan mestilah

dengan jelas,
hal yang

ngenai obyek

Dengan demikian, hukum materiil perlu dipahami dan dimengerti secara
baik didalam melakukan penyusunan gugatan, karena hal tersebut sangat
mempengaruhi dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum
material ini bukan hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
peraturan UU, namun juga Pendapat Ahli, yurisprudensi, dan kebiasaan-

kebiasaan yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
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5. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dalil gugatan yang bisa dibuktikan oleh penggugat merupakan syarat

Bahwa kemungkinan terdapat berbagai cacat formil pada gugatan.
(Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)
Diantaranya, gugatan yang ditandatangai kuasa berdasarkan surat kuasa
tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA
Nomor 4 Tahun 1996:

1) “Gugatan tidak mempunyai dasar hukum;
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2) Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau plurium litis
consortium;

3) Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel, atau

4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan
sebagainya.”

Putusan. yang dijatuhkan mesti«"dengan tegas dan jelas
menyertakan dalam amar putusan. menyatakan gugatan tidak bisa
diterima (neit ontvankerlijke verklaard/N.O) dalam menangani gugatan
yang cacat formil “(Surat kuasa, obscuurs libel, , error in persona
premature, nebis in idem, kadaluwarsa).

6. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan yaitu perumusan suatu gugatan berdasarkan aturan
hukum yang berlaku. dianggap unsur formalnya sudah terpenuhi. Syarat
tersebut harus termuat.didalam suatu gugatan agar adanya keselarasan
antara posita dan petitum. Adapun unsur yang mesti ada didalam suatu
gugatan diantaranya sebagai herikut(Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

a. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif
Guoatan secara formal perlu ditujukan dan dialamatkan kepada
pengadilan sesuai~dengan kompetensi relative sebagaimana diatur pada

Pasal 118 HIR (YYahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

1) “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan
pengadilan Negeri, perlu dimasukkan dengan surat permintaan yang
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123,
kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat
tinggal sebetulnya.

2) Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan mereka tidak tinggal di
dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal
salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika

tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang
utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada
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ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari
salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal
yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan
hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

3) Apabila tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat
tinggal sebenarnya tidak diketahui, ataudjika tergugat tidak dikenal,
maka.surat gugatan.itu dimasukkan-kepada ketua pengadilan negeri di
tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau
Jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu
dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa
terletak barang itu.

4) Bila dengan: surat syah dipilin “dans ditentukan suatu tempat
berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, bisa memasukkan surat
gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa
terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Jika ada ketidaksesuaian kompetensi ataupun salah alamat relatif
didalam gugatan maka:

1) Menyebabkan gugatan memiliki cacat formil, dikarenakan gugatan
dialamatkan serta disampaikan kepada pengadilan yang berlokasi di
luar-wilayah hukum yang memiliki wewenang. untuk melakukan
pemeriksaan dan mengadilinya.

2) Gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Pemberian Tanggal Gugatan
Pencantuman tanggal tidak ‘disebutkan dialam ketentuan undang-
undang. Namun jika suatu gugatan dihubungkan kepada suatu akta atau
surat tertulis dan juga dapat dijadikan suatu alat bukti, sebagaimana diatur
Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”
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Ataupun Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
berbunyi:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang
ditandatangani di bawah tangan, suraty‘daftar, surat urusan rumah
tangga dan tulisan-tulisan yang.lain yang dibuat tanpa perantaraan
seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di
bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan
suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang
pejabat lain yang-ditunjuk undangundang yang menyatakan bahwa
pembubuh,€ap' jempol. itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan
kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan
bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan
tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus
membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan
aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan
termaksud.”

Tidak disebutkan mengenai dicantumkannya tanggal dalam akta
tersebut, tapi untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap
pembuatan dan penandatanganan surat gugatan lebih baik mencantumkan
tanggal. Hal tersebut berkaitan dengan jika suatu saat muncul permasalahan
mengenai  penandatanganan gugatan yang berkaitan dengan tanggal
sehingga bisa diselesaikan segera.

. Ditanda Tangani penggugat Atau Kuasa

Bedasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, sebagai syarat formal suatu
gugatan, penandatangan gugatan dengan jelas disebut dalam yang
menyatakan:

1) “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan
pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan
yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut
pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa

tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya,
tempat tinggal sebetulnya.”

36



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Cap Jempol atau cap ibu jari dapat menggantikan sebuah tanda tangan
jika seseorang penggugat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan

tanda tangan yang.disahkan atau dilegalisasi_oleh pejabat yang berwenang

d. Pekerjaan

e. Alamat atau tempat tinggal.
10. Posita
Posita mengandung peristiwa atau keadaan dan uraian berkaitan
dengan hukum yang menjadi dasar atau alasan gugatan atau fundamental

petendi atau dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag Van De Lis).
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Menurut Yahya Harahap posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat,
memuat dua unsur (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

a) Dasar hukum
\ ‘r% P 1
<>

' Fak

Berbagai macam bentuk petitum antara lain (Harahap, 1990):

a. Bentuk tunggal Petitum
Penjelasan yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan, tanpa disertai
dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat subsider.

b. Bentuk alternatif
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1) Petitum primair dan petitum subsidair yang mana petitum sama-sama
dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda.

2) Menurut Yahya Harahap, Petitum primair dirincikan, disertai dengan

/erklanard)

pemeriksaan

lah penggugat

gugatan seperti unsur formil dan materil, baik legal standing gugatan,
tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang.

Selain itu bisa disebabkan masalah yang disengketakan telah terjadi
lewat waktu untuk diajukan gugatan (kadaluwarsa), atau perkara tersebut

dipersengketakan tapi tidak pernah terjadi (Premature).
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e. Gugatan nebis in idem

b. Gugatan in Persona
Yang dimaksud gugatan in persona dimana suatu gugatan

dialamatkan dengan orang yang tidak tepat atau kesalahan penyebutan

Gugatan tersebut tidak bisa diajukan kembali karena telah diperiksa

dan diputus sebelumnya oleh hakim.
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B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Hak Atas Tanah
1. Pengertian Tanah

Tanah berdasarkan terminology asing disebut dengan Land, Soil
(Inggris), Adama (Semit).dan dalam_beberapa terminclogy daerah disebut
dengan Siti, Bumi, Lemah (Jawa); Pelemahan (Bali), Taneuh, leumah
(Sunda); Petak, Bumi (Dayak); Rais(Tetum). Terjadinya perbedaan istilah
tidak hanya disebabkan terdapatnya perbedaan bahas, Tetapi lebih dari itu
disebabkan karena perbedaan dalam pemaknaan tanah oleh manusia yang
menguasai atau menggunakannya (Sembiring, 2011) .

Tanah berdasarkan arti hukum mempunyai kontribusi yang begitu
penting dalam kehidupan manusia dikarenakan bisa menentukan keberadaan
dan kelangsungan hubungan dan tindakan hukum, baik dari segi individu
maupun - dampaknyas- terhadap orang . lain. . Dibutuhkan pengaturan,
penguasaan dan penggunaan tanah atau selain itu disebut dengan hukum
tanah untuk melakukan pencegahan terhadap masalah tanah sehingga tidak
sampai memunculkan konflik kepentingan dalam masyarakat (Saleh, 1982).

Dalam Undang-Undang Nomor.5.tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, tanah memiliki arti sebagai bagian dari bumi yang
disebut permukaan bumi. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat
(4) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa ‘“dalam pengertian bumi terdiri
dari permukaan bumi (yang disebut dengan tanah), tubuh bumi dibawahnya
serta yang terdapat di bawah air”. Selanjutnya pengertian tanah secara

yuridis yaitu permukaan bumi sesuai dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)
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Undang-Undang Pokok Agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari

Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

1) “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia”.

2) “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa
bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan Nasional”.

3) “Hubungan Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat
abadi.”
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b. Hak Menguasai dari Negara

Seluruh rakyat Bangsa Indonesia tidak memungkinkan untuk

melakukan sendiri pengelolaan tanah di semua wilayah Indonesia,

a.Pasal 3 Undang-
akuan tentangm

a berdasarkan

yang berada dalam lingkungan wilayahnya. (Harsono, Hukum Agraria
Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003).
d. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah
Hak-hak perorangan atas tanah terdiri dari :
1) Hak-hak atas tanah ada dua macam, yaitu : (Harsono, Hukum Agraria

Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003)
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a. Hak Atas Tanah Primer
Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah

yang diserahkan oleh Negara dan bersumberkan lansung pada hak

o

5

'ﬁl
e

.
i

41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3) Hak Jaminan Atas Tanah
Dalam Hukum pertanahan hak jaminan atasa tanah disebut juga

hak tanggungan yang telah diatr dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang

44



tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
berhubungan Dengan Tanah
3. Hak Atas Tanah dalam UUPA
Pengaturan hak atas.tanah terdapat.pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal
16 ayat (1) dan Pasal 53.
Pasal 4 ayat (1) berbunyi:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi
yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan-badan hukum”.
Ayat (2) berbunyi :
“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang lansung berhubungan dengan

penggunaan tanah tersebut dalam, ‘batas-batas menurut Undang-
Undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”

Hak-hak atas tanah yang dimaksud di atas terdiri dari “Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka
Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak tercantum
dalam hak-hak tersebut di-atas yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, dan Hak sewa tanah pertanian”. Semua hak atas tanah pada
suatu bidang tanah tertentu diserahkan kewewenang dan dipergunakan

untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
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Pemakaian tanah memiliki 2 (dua) tujuan, antara lain :

. Tanah untuk diusahakan.

Contohnya tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan(tambak),

Hak Milik bisa dihapuskan dalam keadaan tertentu sebagaimana

disebutkan pada Pasal 27 UUPA, yaitu:

1) “Tanahnya jatuh kepada Negara :

a.

b.
C.
d.

Karena kepentingan umum termasuk kepentingan Negara,
Bangsa dan kepentingan bersama dari rakyat.

Karena penyerahan dan sukarela dari pemiliknya.

Karena tanahnya diterlantarkan.

Karena orang yang kewarganegaraan Indonesianya sudah
habis, atau
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e. Karena diberikan kepada badan hukum yang tidak termasuk
pengecualian di dalam undang-undang.

2) Tanahnya Musnah.”

nah secara fisik tidak bisa dikuasai lagi dan juga tidak

bernama hak Erpac stilah dari hukum agraria barat yang
diatur dalam Pasal 720 KUHPerdata . Hak Erpacht adalah “suatu hak
kebendaan untuk mengenyam kenikmatan yang penuh atas benda
yang tidak bergerak miliki orang lain namun diwajibkan membayar
pacht (canon) tiap tahunnya, sebagai pengakuan eigendom kepada

empunya baik berupa uang maupun in natura.”
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Hak sejenis ini dimanfaatkan sebagai perusahaan pertanian,
perikanan, atau peternakan. Dan jika tenggang waktunya belum habis

dan syarat tersebut tidak dipenuhi lagi, maka pemegang hak nya itu

n dan memindahkan
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1) “Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”

2) “Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dalam
ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.”

3) “Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain.”

Subjek pemegang Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal

36 ayat (1), maka yang bisa meiliki Hak Guna Bangunan adalah:
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1) “Warga Negara Indonesia.”

2) “Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi
karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, Hibah,
dan pewarisan.”

Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor.40 Tahun 1996 menyebutkan karena :

1) “Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian
pemberiannya.”

2) “Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang Pemegang Hak
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu
berakhir karena :

a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak, dan
atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan mengenai kewajiban pemegang Hak Guna
Bangunan; atau

b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan
antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak
Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau

c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.”

3) “Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktu berakhir.”

4) “Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang
Ada Di Atasnya.”

5) “Diterlantarkan.”

6) “Tanahnya musnah.”

7) “Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagai pemegang Hak Guna Bangunan, dan dalam 1 tahun tidak
mengakhiri penguasaan Hak Guna Bangunan”.

Maka dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 disebutkan bahwa:
“Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau

atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35,
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maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan
tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang
Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati
dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau
perjanjian memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
Milik?:

Merujuk pada penjelasan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor

40 Tahun 1996 yang berbunyi :

15.

“Apahbila-Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
atau atas-Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka
bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan
tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak
Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian
pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.”

Hak Pakai

Hak Pakai yaitu suatu hak untuk memakai dan atau memungut

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik

orang lain yang:/-menyerahkan Twewenang dan kewajiban yang

ditentukan di dalam keputusan perjanjian dengan pemilik tanahnya.

Hak ini berlaku di dalam jangka waktu tertentu atau sepanjang

tanahnya dipakai untuk keperluan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal

39, subjek Hak Pakai atau yang bisa memiliki Hak Pakai adalah :

a.
b.

C.

d.

®

“Warga Negara Indonesia;

Badan Hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;

Badan-badan keagamaan dan sosial,

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
dan
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g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional.”
16. Hak pengelolaan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

ai dari Negara yang

ANt d)

kepada

selama ini dikelola oleh PT.PMI melalui KUD sejak ia teken plapon sampai ia
menggugat ke pangadilan.
1. Legal Standing

Penggugat :

Tn. Linggar jati yang diwakili oleh kuasa hukumnya Refi Yulianto SH.,

Fakhry Firmanto SH., dan Dharma Putra Setiawan SH., melawan :
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Tergugat :

1. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri), selanjutnya
disebut sebagai tergugat I.

2. UUO Desa Suka.Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai tergugat I1.

3. Koperasi Unit. Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka
Mulya, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I11.

4. Ali Afandi selaku ketua Unit.Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya,
selanjutnya disebut turut tergugat 1V.

5. Suharyo SP selaku Mantan Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka

Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat V.
. Kronologi Perkara/Duduk Perkara

Dalam gugatan ini berawal dari penggugat sebagai petani/anggota di
kelompok Tani Usaha Karya Mandiri yang ditandatangani oleh tergugat
pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah di Warmerking dikantor notaris
pada tanggal 29 Desember 2006, setelalnitu Penggugat melalui Kelompok
Tani Karya Mandiri mengikut sertakan lahan miliknya untuk masuk digarap
dalam sistem pola KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerjasama dengan
PT. Peputra Masterindo sebagai Bapak Angkat yang memodali dari awal
mengolah lahan, penyediaan sawit, menanam, memelihara hingga hasil
panen yang kemudian diserahkan oleh PT. PMI kepada pemilik lahan
melalui Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya yang terlebih dahulu
PT. PMI memotong hasil panen secara berangsur untuk pengembalian
modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI.

Bahwa selama penggugat teken Plapon hina gugatan ia ajukan,

penggugat belum pernah menerima hasil panen dari lahan kebunnya,
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kemudian hari baru diketahui yang mengambil uang hasil panen adalah

tergugat | selaku Ketua Kelompok Tani dan uang tersebut dibagi-bagikan

oleh tergugat kepada anggota kelompoknya berdasarkan luas masing-

dan dibentuklah tim penyelesian persoalan kekurangan lahan UUO yang
berjumlah 10 orang yang diketuai oleh penggugat. Pada tanggal 22 Mei
2008 Kepala Desa menerbitkan surat perintah tugas untuk menyusun
rencana pembagian lahan sesuai yang diprogramkan oleh pemerintah Desa

Suka Mulya.

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pada tanggal 23 Mei 2008 setelah diadakan musyawarah penyelesian
lahan KKPA, menyimpulkan bahwa luas lahan milik penggugat yang berada

dalam kelompok tani seluas 25 Ha. Kepala Desa kembali menerbitkan Surat

yerahan lahan

uang tersebut kepada tergugat I, padahal UUO sudah mengetahui tentang
hasil penyelesaian lahan dan juga sudah mengetahui tentang surat
penyerahan lahan yang disepakati oleh penggugat dan tergugat |,
dikarenakan hal itu yang dilakukan tergugat Il haruslah dinyatakan tindakan

Melawan Hukum.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasu oukti emili Atas Tanah Dalam

sumber alan Jat pent : : ik, sosial hingga
budaya. De . 3 ara d saan, pemilikan dan
pemanfa ah de -,: \sar-besz de akmuran rakyat,

masalah

Demi kepentingan aktifitas pendaftaran tanah, baik dalam pendaftaran
tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai
dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data maka

diterbitkanlah Sertifikat hak atas tanah tersebut.
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Serta sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan

hokum telah

disebutk ’ : : hak yang berlaku

sebagai daftaran tanah
(Pasal 1 kepastian dan
perlindu ak-pihak yang

uai dengan UUPA,

e
dalam register di kanto . : anya tercantum dalam sertifikat
saja. Sehingga dalam satu bidang tanah yang terdaftar seharusnya tidak
dimungkinkannya data yang tumpang tindih.

Wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap

tanahnya Menurut Soedikno Mertokusumo, terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Wewenang Umum
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Soedikno mendifiniasikan wewenang yang umum ini adalah hak atas tanah
memiliki berwenang dalam mempergunakan tanahnya, wewenang hal itu
termasuk bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sesuai dengan peraturan-
peraturan yang ada.

2. Wewenang Khusus
Soedikno dalam wewenang " khusus mendifinasikan kewenangan ini
memberikan contoh pada tanah hak milik untuk kepentingan pertanian atau
mendirikan bangunan, dalam hak istimewa ini wewenang tanah hanya untuk
keperluan usaha ,. (Mertokusumo, 1988)

Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan Hak-hak atas tanah yang
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Hak Milik,Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak
Sewa untuk Bangunan. Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil
Hutan. Dan Hak-hak;lain yang tidak tergelong dalam hak-hak tersebut di
atas tanah yang akan“ditetapkan-dengan undang-undang, serta hak-hak
yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. Hak-hak
atas tanah yang bersifat sementara disebutkan macam-nya dalam Pasal 53
UUPA, vaitu,Hak Gadai,Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan
Hak Sewa Tanah Pertanian”.

Sampai saat ini penguasaan hak atas tanah sering menimbulkan konflik
baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik di bidang penguasaan hak atas
tanah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti, karena adanya
perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individu alistik, dari
sosial religious menuju sekuler individual, juga adanya perubahan pemaknaan

konsep penguasaan menuju pemilikan. Selain itu karena ada perubahan nilai

ekonomi dari tanah itu sendiri yang kian meningkat. (Suwitra, 2014)

57



Adapun posisi kasus atau duduk perkara pada Perkara Perdata No.
10/PDT/G/2015/PN.BKN berawal dari penggugat yang memiliki tanah garapan
seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun Il Sido Makmur, Desa Suka
Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar
sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dusun Il Sido Makmur tertanggal 18
September 1996.

Penggugat juga merupakan anggota Kelompok Tani Usaha Karya
Mandiri yang tertuang dalam Surat Kelompok Tani Karya Mandiri tertanggal
21 Agustus 1999 dan di Warmerking di Kantor Notaris Harlian SH dengan
Nomor 232/WHDSH/X111/2006 tertanggal 29 Desember 2006.

Bahwa Penggugat melalui Kelompok Tani Karya Mandiri mengikuti
program garapan dalam sistem KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerja sama
dengan PT.Peputra. Masterindo sebagai pemodal untuk*pengolahan lahan
sampai mengambil hasil panen yang telah dipotong persen untuk mengangsur
pengembalian modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI, lalu akan diserahkan
kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom Desa Suka Mulya.

Bahwa hasil panen-tersebut diterima atau diambil oleh Ketua Kelompok
Tani Usaha Mandiri melalui UOO Suka Mulya yang tujuannya untuk diberikan
kepada anggota kelompok yang ikut serta dalam program KPPA sesuai dengan
luas masing-masing lahan anggota. Namun Penggugat tidak pernah menerima
bagian dari hasil panen yang telah dilakukan.

Bahwa penggugat pernah mempertanyaan hal tersebut kepada ketua

Kelompok Tani Usaha Mandiri dan dijelaskan oleh Ketua Kelompok Tani
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Usaha Mandiri telah terjadi kekurangan lahan dan akan dilakukan pengukuran

ulang.

Bahwa kemudian Penggugat melayangkan surat pemberitahuan kepada

Suka Mulya
akhirnya mun dengan
berbagai menggambil uang

bagi has ) menjadi hak

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 telah diadakan musyawarah
penyelesaian masalah tersebut dan telah disepakati dan dituangkan dalam
Berita Acara bahwa tanah Penggugat seluas 25 Ha dan telah diakui
keabsahannya dan penggugat berhak menerima hasil dari PT.PMI.

Namun kemudian tanggal 17 September 2008 Penggugat kembali

menyurati Ketua UUO Suka Mulya untuk meminta penundaan alih hasil bulan
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Agustus sampai ada keputusan tindak lanjut hasil musyawarah yang telah
dilakukan, namun Ketua KTKM tetap mencairkan dana tersebut.

Bahwa kemudian tanggal 21 Juni 2009 Ketua KTKM menyerahkan

diberi he nya serta hasil

yang did ahan lahan.

B KM tetap saya

‘?‘@\%\\ :

~
D>
4

Suka Mulya tetap

tersbut Peng egeri Bangkinang

tanggal 10 perkara  No.

10/PDT/G/2015/PN.B

. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara

Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR.
Terdapatnya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dijamin dalam BAB
IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25, juga Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa :
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“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

=S et

.‘%\%\\E\
>

Pancasil

sifat tida
putusann

badan pe

lingkung lingkungan
peradilan mana ditegaskan
Mahkamah

2
.=
s
©
N
(o]
_|
QD
=0
c
>
N
o
o
©

Ciri-ciri suatu ne @
memihak yang merupa ‘ ete niversal. (Hamzah, Hukum Acara
Pidana di Indonesia, 1996)
Putusan Hakim merupakan suatu proses akhir dalam suatu proses
persidangan yang telah dipertimbangkan secara matang yang akan diucapkan

dan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan didalam suatu

persidangan.
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Menurut Amir Hamzah putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan dari
suatu perkara yang sudah dilakukan pertimbangan dengan matang yang bisa
berbentuk tulisan maupun lisan. (Hamzah, Hukum Acara Perdata, 1986).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim yaitu suatu
pernyataan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan dan bertujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. atau sengketa antara para pihak,
sesuai ‘dengan wewenang yang telah diberikan™ sebagal pejabat Negara
(Mertokusumo, 1998).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur isi putusan
pengadilan tentang Kekuasaan Kehakiman yang mnyebutkan bahwa:

1. “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, juga-harus memuat. pula pasal-pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang
Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-
berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan
panitera.”

Umumnya Sanksi- berbentuk hukuman kepada pihak yang dikalahkan
dalam suatu proses sidang terkandung dalam putusan akhir dalam suatu
sengketa yang diputuskan oleh hakim yang melakukan pemeriksaan di
persidangan. (Sarwono, 2011)

Membuat suatu putusan terdapat beberapa asas asas agar suatu putusan

yang dijatuhkan atau diucapkan atau diputuskan tidak mengandung cacat,

sebagaimana diatur tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 178 HIR, Pasal
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189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Yahya, Hukum
Acara Perdata, 2004) diantaranya :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

), dalam menjatuhkan

E\“‘ .,@‘ jannya tidak
etentiantefseout,, i

tertentu yang
sumber hukum
hukum, hingga

adat”. Sedangkan

dasar-dasar hukum dalam putusan tercukupi seandainya hal tersebut tidak
disampaikan oleh para pihak yang memiliki perkara. Agar kewajiban
tersebut terpenuhi, sebagai penegak hukum dan keadilan, “Hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat” sesuai dengan yang diperintahkan dalam Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan
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demikian, dalam hal ini hakim memiliki peran dan melakukan tindakan

sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat

(YYahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

mengadili dan
D-pUtusannya sesuai

Pasal 178 ayat

seperti  demikian

putusan hakim yang s “ dibatalkan dalam tingkat yang
selanjutnya, seperti pada asas sebelumnya. (Yahya, Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

Namun demikian, kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini
tidak selalu menyebabkan putusan batal. Secara kasuistik Terkadang Cukup

diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Akan tetapi, prinsip umum yang harus

tetap ditegakkan, kelalaian itu masih bisa djadikan dasar untuk pembatalan
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putusan terlepas dari dibolehkannya ditingkat selanjutnya melakukan
perbaikan terhadap kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus

seluruh gugatan. Karena diperbolehkannya melakukan perbaikan secara

sebagai sarana dalam
menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak demi meberikan
perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang bersengketa,. Hal
serupa juga didikemukakan oleh R. Soepomo yang beranggapan bahwa
peradilan perdata merupakan urusan kedua belah pihak semata-mata,

dimana hakim wajib bertindak pasif. (Soepomo, 1994)
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Sedangkan Yahya Harahap beranggapan bahwa bisa disamakan
dengan tindakan yang tidak sah (illegal) apabila mengadili dengan cara
mengabulkan melebihi dari apa yang digugat,. Oleh karena itu menurutnya,
hakim yangsmelakukan pelanggaran_prinsip ultra petitum sama saja telah
melakukan pelanggaran terhadap prinsip rule of law, dimana tindakan itu
tidak sesuai dengan hukum; padahalberdasarkan prinsip rule of law semua
tindakan = hakim = wajib sesuai dengan hukum. . (Yahya, Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005).

Meskipun demikian, selama masih dalam kerangka yang serasi dengan
inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil dimungkinkan
melakukan pengabulan terhadap gugatan yang melebihi-permintaan sesuai
dengan yang dinyatakan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung.
Berkaitan dengan putusan yang berdasarkan pada petitum subsidair yang
berbentuk ex aequo et bono. Tetapi perlu diingat, penerapan tersebut sangat
kasuistik. Namun, apakah mengabulkan keseluruhan atau sebagian petitum
primair atau subsidair, hakim hanya dibenarkan memilih salah satu
diantaranya dalam hal'gugatan menyertakann petitum primair dan subsidair
secara rinci satu persatu.

Disamping, perlu diingat dalam hal ini bahwa asas tersebut juga
melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan sesuatu
yang tidak diminta sama sekali dalam tuntutan, selain hanya melarang
hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan.

Sehingga pada tingkat selanjutnya menyebabkan putusan tersebut wajib
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dibatalkan dikarenakan hal tersebut secara nyata merupakan pelanggaran

terhadap asas ultra petitum.

. Diucapkan di muka umum

seperti misalnya

dang-undangan

Ak

up, akan tetapi
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pada tanggal 16 September 1974,.bahwa “putusan yang dijatuhkan menjadi
tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap mengingat pelanggaran
atas prinsip keterbukaan ini”.

Dalam prinsip keterbukaan tempat ditegakkannya prinsip tersebut

merupakan hal yang harus diperhatikan. Prinsip keterbukaan ini mesti

dilaksanakan di dalam ruang sidang yang terletak di lingkungan gedung
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pengadilan yang sudah ditentukan untuk itu, tidak di ruangan lain walaupun
masih terletak dalam lingkungan gedung pengadilan, misalnya ruang kerja
hakim atau ruang administrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah
Agung dalam S.E.M.A yang sama (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004).
sehingga juga tidak melanggar tata tertib beracara berdasarkan Pasal 121
ayat (1) H.I.R. dan Pasal <20; Undang-Wndang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “pengucapan putusan harus
dilaksanakan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Dalam menegakkan prinsip keterbukaan ini, muncul masalah yang
diakibatkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi, sampai sejauh
manakah-prinsip keterbukaan tersebut bisa ditegakkan. sehingga muncul
pertanyaan tentang makna sebenarnya dari keterbukaan tersebut, tentang
diperbolehkannya atau, tidak penayangan dan penyiaran terhadap proses
pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi
muncullah sebuah argumentasi bahwa prinsip keterbukaan sangat berkaitan
dengan kebebasan untuk memperoleh informasi (the freedom of
information) , yang berarti._semua orang atau warga negara memiliki hak
untuk mendapatkan informasi yang luas dan akurat mengenai pelaksanaan
kekuasaan  kehakiman  (judicative = power) dimana  merupakan
penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang peradilan (judicial power of
the state) dalam melakukan penyelesaian terhadap suatu perkara. (Yahya,

Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)
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Keputusan yang bukan merupakan putusan akhir tidak dibuat secara
terpisah namun hanya ditulis dalam berita acara persidangan saja meskipun

perlu diucapkan dalam persidangan juga sesuai dengan yang dinyatakan dalam

eh pihak yang
ar pemeriksaan
genai teori dan

putusan yang

yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk
menentukan putusan akhir.

c) Putusan Insidentil yaitu putusan sela yang memiliki hubungan dengan
insident atau peristiwa yang bisa menyebabkan terhentinya proses

peradilan biasa untuk sementara.
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d) Putusan provisionil Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Juga
disebut prvisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifat sementara

atau interm award (temporaru disposal) yang berisikan kegiatan

J.pokok perkara yang
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keadaan atau kedudukan yang sah berdasarkan hukum semata-mata.
(Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004). Contohnya, mengenai
pengangkatan anak mengenai kedudukan sebagai anak sah, atau

mengenai kedudukan sebagai ahli waris.
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2) Putusan Constitutief

Putusan constitutief yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang

amarnya menghasilkan suatu situasi hukum yang baru, baik yang bersifat

A L)

- SR %)
<

memberi. Putusan condemnatoir mengakui atau menentukan adanya hak
terhadap suatu prestasi, tidak sama dengan dua sifat putusan sebelumnya,
Dikarenakan pelaksanaannya bergantung pada bantuan dari pihak yang
terhukum maka putusan ini membutuhkan upaya pemaksaan.

Putusan hakim ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan jika

ditinjau dari isinya,antara lain: (YYahya, Hukum Acara Perdata, 2004)
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1) Dalam aspek kehadiran para pihak
a) Putusan gugatan gugur

Hakim memiliki wewenang dan bisa menjatuhkan putusan

Pasal 124 H.I.R

diterima dengan
kalau nyata bagi
an hak atau tiada

pada waktu putusan diucapkan, ada dua (2) bentuk putusan ini

diantaranya: (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

1. Ketika putusan diucapkan kedua pihak hadir Hal tersebut bisa terjadi
jika pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya hadir di persidangan

saat hakim menjatuhkan atau mengucapkan putusan, tetapi pada
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siding-sidang sebelumnya kemungkinan salah satu pihak, penggugat

atau tergugat pernah tidak hadir di sidang.

2. Ketika putusan diucapkan salah satu pihak tidak datang. Putusan ini

Jika penggugat tidak sanggup untuk melakukan pembuktian dalil
gugatan, maka hakim menjatuhkan putusan akhir tidak menerima
gugatan penggugat, karena penggugat mengajukan alat bukti yang
diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau bukti lawan

yang diajukan tergugat melumpuhkan alat bukti yang diajukan

penggugat.
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¢) Mengabulkan gugatan penggugat

Perbaikan kaitan hukum ke arah yang menguntungkan pihak

penggugat terjadi dalam putusan ini, tidak sama dengan putusan-

an oleh hakim dalam bentuk amar

akhir yang bersifat negatif ya

memberikan pernyataan gugatan tidak bisa diterima dikarenakan adanya cacat

formil diantaranya yaitu :

a) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat
kuasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jo. SEMA No.l

Tahun 1971 jo. SEMA No.4 tahun 1996. (Harahap, 1990)
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b) Gugatan terdapat error in persona. Cacat seperti ini berkemungkinan dapat
berbentuk :

1) Dikualifikasi in person, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak
memiliki« hak dan kapasitas untuk< melakukan. penggugatan. tidak
memiliki persona standi in judicio didepan PN atau terhadap perkara
tersebut dalam kuasa, cyang -demikian. Oleh karena, tergugat bisa
mengajukan exception in persona, atas alasan discualifikasi in person,
yaitu orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan
memiliki kedudukan hukum untuk itu. (Harahap, 1990)

2) Gemis aanhoedanigheid, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat
keliru.-Contohnya, terdapat perjanjian antar A dan B. Lalu A menarik C
sebagai penggugat supaya C memenuhi perjanjian. Karna C tidak
memiliki kaitan hukum dengan A makaitindakan menarik si C sebagai
tergugat adalah keliru dalam kasus tersebut. (Harahap, 1990)

3) Plurium litis consortium, yaitu yang bertindak sebagai tergugat atau yang
ditarik penggugat belum lengkap. Masih ada orang yang perlu ikut
dijadikan sebagai “penggugat. atau. tergugat, barulah sengketa yang
dipersoalkan bisa dilakukan penyelesaian dengan tuntas dan menyeluruh.
(Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998)

c) Gugatan di luar Yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Maksudnya yaitu
apa yang disengkatakan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut
peradilan terkait, dikarenakan perkara yang disengketakan termasuk

kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan mengadili berdasarkan
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badan pengadilan dalam melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu
adalah kewenangan absolut. Contohnya, sengketa tata usaha Negara

diselenggarakan oleh pengadilan tata usaha negara, serta contoh lainnya

seperti peng dangkan kewenangan
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gugatan ya '

berbentuk: ..

1) Dalil gugatan fun 1 adi, dasar hukum yang dimiliki tidak
jelas.

2) Objek sengketa yang tidak jelas.

3) Petitum gugatan tidak jelas.

4) Gugatan yang diajukan terdapat unsur ne bis in idem. (Manan, Penerapan

Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000)
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5) Gugatan masih premature. gugatan yang diajukan masih terlalu dini atau
dengan kata lain batas waktu yang ditentukan belum sampai atau masih
belum terpenuhi (Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan
Peradilan /Agama, 2000).

6) Gugatan telah kadaluarsa. Selain sebagai dasar untuk mendapatkan hak,
Pasal 1941 KUHPerdata” juga/ /merupakan dasar hukum untuk
membebaskan (release) seseorang dari keterikatan jika sudah melewati
jangka waktu tertentu. Tergugat sudah terbebas untuk memenuhinya
apabila penggugat mengajukan gugatan sudah melewati batas waktu yang
ditentukan Undang-Undang untuk menggugatnya. (Manan, Penerapan
Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000).

Kemungkinan alasan terjadinya Niet Onvankelijk Verkleard (N.O) atau
tidak bisa diterima gugatanya, dengan kata lain putusan pengadilan yang
diajukan oleh penggugat tidak bisa diterima, dikarenakan terdapatnya
alasan yang diperkenankan oleh hukum, antara lain; (Manan, Penerapan
Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000)

a. Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. yang
berarti jika kepentingan hukum itu tidak langsung melekat pada
dirinya maka tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum
bisa mengajukan gugatan. Untuk mengajukan gugatan, orang yang
tidak memiliki hubungan langsung wajib mendapat kuasa terlebih
dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung.

Sebagaimana disyaratkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal
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7 Juli 1971 Reg.N0.194 K/Skip/1971 bahwa orang yang mengajukan
gugatan haruslah orang yang memiliki hubungan hukum.

b. Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Artinya gugatan yang diajukan oleh

Contohnya

arisnya masih

€

a Diskualifikasi in

A LY

e. Gugatan telah melampaui waktu (Daluwarsa). Artinya penggugat
mengajukan gugatan yang sudah melewati batas masa yang ditentukan
Undang-undang.

f. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya

gugatan yang diajukan tidak berada didalam kompetensi atau yuridiksi

absolut peradilan terkait.

78



Bahwa putusan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat ( NO ) dalam
perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR Sudah dipertimbangkan majelis hakim
secara adil dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada rangkaian agenda
persidangan yang sudah dilaksanakan, selanjutnya untuk lebih memperjelas
alasan-alasan yuridis mengapa Majelis Hakim memutus NO. perkara nomor
206/PDT/2015/PT. PBR..maka fakan= penulis uraikan alasanya yuridisnya
sebagai berikut :

Bahwa dalam jawabannya, tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi
bersamaan dengan tanggapan/jawaban pertama atas gugatan penggugat. Bahwa
eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ini termasuk dalam eksepsi prosesual
yakni upaya-dari para tergugat atau tergugat yang menuju kepada tuntutan tidak
diterimanya gugatan. Berikut ini adalah poin eksepsi dari para tergugat :

a. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptie Obscure Libel)

Tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun IIl Sio
Makmur, Desar Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang dianggap kabur karna
dusun tersebut berada di wilayah suka mulya yang sudah otonom, yaitu
Kepala Desa Suka Mulya bukan berada di kelurahan Pasir Sialang

Kemudian Penggugat berdalil bahwa memiliki tanah garapan seluar 25
Ha di wilayah Dusun 111 Sido Makmur, Desar Suka Mulya tetapi di dalam
kasus ini penggugat tidak menguraikan secara cerrmat dan rinci batas
sepadan objek yang diperkarakan, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.
1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Karena dalam

surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa,
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gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973

tertanggal 21 Agustus 1974 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat

lengkap. Masih ada orang yang perlu ikut dijadikan sebagai penggugat atau
tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan bisa dilakukan penyelesaian
secara tuntas dan menyeluruh.

Mengikuti juga dari yurisprudensi MARI No 938 K/Sip/1971 tanggal
30 September 1972 jo No 457 K/ Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo

No 7424 K/ Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo. No 151 K/Sip/1975 tanggal 13
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Mei 1975 yang berbunyi; “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut digugat”

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ditemukanya gugatan

‘ r Libel) dan juga
‘ “!‘Q\‘ .90 Desa Suka

barat,utara

ekanbaru mengadili
2 tergugat dan

ber 2015 No
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

2. Dalam usaha tergugat untuk banding di dalam putusan tersebut ditemukan
bahwa ada pokok-pokok gugatan yang tidak jelas, gugatan yang tidak jelas
tersebut berkait dengan posisi penggugat atau terbanding yang data
mengenai tanah dan kaitan hukum terbanding tidak jelas. Gugatan yang
tidak jelas itu adalah yang pertama mengenai batas tanah hanya menuliskan

nama jalan saja, bukan menerangkan nama jalan/blok, kemudian tidak
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adanya keterkaitan hukum antara terbanding dan pembanding dimana
terbanding bukanlah anggota dari kelompok tani tersebut, sehingga putusan

tersebut diputuskan oleh pengadilan negerti tinggi pekanbaru tidak dapat

aka penulis

ini hingga
im Pengadilan

ditemukannya

Qz : hukum dan pembuktian
yang tepat, sehingga . : pembanding merupakan hasil
dari pengadilan yang adil, namun gugatan yang dimiliki terbanding kurang
kuat sehingga diputuskan N.O oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
disarankan kedepanya kuasa hukum terbanding lebih jelas dalam
menyapamikan gugatan seperti penamaan nama yang jelas, nalar hukum
terhadap siapa yang seharusnya digugat dan kaitan hukum antara terbanding

dan pembanding.
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